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Menimbang : a.

b.
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GUBERNUR GORONTALO.

bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga

negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing;

bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib

dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya,

untuk itu upaya penyempurnaan sistem dan manajemen

penyelenggaraan ibadah haji khususnya di Daerah Provinsi

Gorontalo perlu terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji

berjalan dengan aman, tertib dan lancar dengan menjunjung tinggi

semangat keadilan, transparansi dan akuntabilitas public;

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 11 ayat (3), ayat

(4) dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji, pengaturan mengenai biaya

operasional penyelenggaraan ibadah haji dan biaya transportasi

jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan sebaliknya dari

debarkasi ke daerah asal perlu ditetapkan dengan Peraturan

Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah

Provinsi Gorontalo tentang Pelayanan Penyelenggaraan lbadah Haji

Di Provinsi Gorontalo. I
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2.

4.

5 .

3 .

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara

(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 1962 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 2374);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit

lvlenular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor

20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273 );

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995

Nomor 3612)  sebagaimana te lah d iubah dengan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 93,

Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4338);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4845)  sebagaimana te lah d iubah dengan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2O0B tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 142, fam

Lembaran Negara Nomor 5061) ;
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republ ik  Indonesia Nomor 5235);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20ll tentang

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5409):

Peraturan l4enteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 201 1 Nomor 310) ;

Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 tentang

Pendaftaran Haji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

It4enteri Agama Nomor 1 Tahun 2008.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; fr
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Peraturan Menteri Agama

Penyelenggaraan Ibadah Haji

Peraturan Menteri Agama

Pengelolaan Asrama Haji.

Keputusan Menteri Kesehatan Republlk Indonesia Nomor

442lMenkes/SKlvIl2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Kesehatan Hajl Indonesia;

Keputusan Menteri Agama Nomor 160 Tahun 2012 tentang Sumber

Pembiayaan dan Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Reguler.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

T4enetAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI DI PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUN4

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah in i ,  yang d imaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.

2. Pemerlntah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo

3.  Gubernur  adalah Gubernur  Goronta lo ,

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo selanjutnya disingkat DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.

5. Ibadah Haji adalah rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur

h idup bagi  set iap orang Is lam yang mampu menunaikannya.  
\
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Nomor 04 Tahun 2012 tentang

Reguler;

Nomor 03 Tahun 2013 tentang
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6. Panit ia Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disebut PPIHD adalah

petugas haji yang mengelola pelayanan kepada jemaah hajl di Provinsi Gorontalo dan

unsur  pendukung la innya.

7. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disebut TPHD adalah petugas yang

menyertai Jemaah Haji yang betugas memberikan pelayanan umum bagi Jemaah

Haji.

B. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disebut TKHD Provinsi Gorontalo adalah

Tim yang betugas memberikan pembinaan pelayanan dan perl indungan kesehatan

yang diperlukan oleh Jemaah Haj .

9. Tim Pendamping dan Pemantau Haji Daerah yang selanjutnya disebut TPPHD adalah

tim yang betugas memantau dan mengawasi pengelolaan pelayanan

penyelenggaraan ibadah haji.

10. Pembinaan Lokal yang selanjutnya disebut Pembinaan, adalah serangkaian keglatan

yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi jemaah haji Provinsi Gorontalo.

11. Daerah asal adalah wilayah domls;i l i  jemaah haji yaitu Provlnsi Gorontalo.

12. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.

13. Embarkasi Haji Antara adalal- tempat pemberangkatan jemaah haji menuju

Embarkasi.

14. Debarkasi adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi.

15. Jemaah haji adalah Warga Negara Indonesla yang beragama lslam dan telah

mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dngan persyaratan yang

ditetaokan.

16. Ibadah Haji Reguler adalah ibadah ha;i yang dllaksanakan oleh pemerintah dengan

pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat umum.

17. Konsumsi Lokal yang selanjutnya disebut Konsumsi adalah pelayanan makanan dan

minuman bagi PPIHD di asrama haji dan di bandara transit, dan bagi jemaah haji

diberikan dl bandara transit.

18. Transportasi lokal yang selanjutnya disebut Transportasi adalah pengangkutan yang

disediakan bagi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke

daerah asa l.

19. Pelayanan adalah perlakuan yang disediakan bagi jemaah haji provinsi Gorontalo

meliputi transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, pembinaan, keamanan, dan
infrastruktur, serta pelayanan Kepabeanan, imigrasi, karantina kesehatan yang sumber
pembiayaan yang berkaitan dengan pelayanan Kepabeanan dan Cukai dibeoanran

kepada APBN, sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran pendapatan Belanja

Daerah Provlnsi Gorontalo 
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